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ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu Nagari adalah tidak terlepas dari peranan Wali
Nagari sebagai pemimpin yang ada di nagari, hal ini juga merupakan fungsi dari
pemerintah nagari itu sendiri yaitu fungsi peranan Wali Nagari dalam
pembangunan. Rumusan masalah 1) Bagaimana peranan Wali Nagari dalam
pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten
Pesisir Selatan ? 2) Apa saja kendala — kendala Wali Nagari dalam pembangunan
di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?
3) Apa saja upaya-upaya yang di lakukan Wali Nagari dalam melakukan
pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten
Pesisir Selatan? Jenis penelitian hukum sosiologis; Sumber data adalah data primer
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan
wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif yaitu dengan mengelompokkaan
data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka.
Simpulan hasil penelitian 1) Peranan Wali Nagari dalam pembangunan di
Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
adalah mengembangkan pembangunan Nagari, dalam menjalankan program harus
adanya peranan langsung oleh wali nagari yang sudah diberikan kewenangan untuk
menjalankan tugasnya. 2) Kendala-kendala yang timbul pada pembangunan di
kenagarian kambang timur kecamatan lengayang kabupate pesisir selatan adanya
kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengelolaan program pembangunan
nagari yaitu kurangnya anggaran dalam pembangunan 3) Upaya yang dilakukan
oleh Wali Nagari dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan
memaksimalkan anggaran yang ada.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan, Wali Nagari, Kambang Timur.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk
Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan.Negara Republik
Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah
provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerahdaerah ini saling berhubungan erat
dengan pemerintahan pusat.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tentang desa, yaitu Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, yaitu
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki
kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta
melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam konteks daerah tertentu seperti di Sumatera Barat, desa dikenal dengan

istilah nagari yang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
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undangan mengenai desa, namun dalam pelaksanaannya juga memperhatikan
nilai-nilai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Nagari merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan
pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Peraturan daerah ini
menjelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang
memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat
yang berlaku. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai kedudukan nagari
sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan
dalam  menyelenggarakan = pemerintahan, = pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Wali Nagari merupakan unsur penyelenggara pemerintahan nagari yang
memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Wali Nagari tidak hanya
berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin
pembangunan yang bertanggung jawab menggerakkan partisipasi masyarakat
dalam setiap tahapan pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat tersebut
menjadi kunci agar pembangunan nagari berjalan sesuai dengan kebutuhan dan
potensi lokal.!

Tujuan Wali Nagari adalah mendorong terlaksananya pembangunan
nagari yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan

ekonomi lokal, serta pemerataan pelayanan publik. Dalam pandangan ini, Wali

' Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Erlangga: Jakarta.
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Nagari tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada
pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan
nagari.’

Wewenang wali nagari adalah menetapkan kebijakan nagari, mengelola
keuangan dan aset nagari, mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari,
serta mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan. Wewenang ini diberikan
untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, namun
tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan melalui Badan Musyawarah Nagari
(Bamus) dan pembinaan dari pemerintah daerah. Dengan demikian,
kewenangan Wali Nagari tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan
secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.’

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang
memiliki wilayah, struktur pemerintahan, serta sistem norma adat yang
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Nagari
berfungsi sebagai unit pemerintahan sekaligus sebagai institusi adat yang
menjembatani nilai-nilai tradisional dengan sistem pemerintahan modern.*

Nagari adalah satuan masyarakat hukum adat yang terdapat di wilayah
Sumatera Barat, yang memiliki batas wilayah tertentu serta berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul, adat istiadat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

Minangkabau. Nagari merupakan bentuk pemerintahan lokal yang

2 Aswir & Aidinil Zetra, 2019, Peran Pemerintahan Nagari dalam Pembangunan Nagari,
Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah.

3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

4 Zainal Arifin, 2014, Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Otonomi Daerah, Andalas
University Press: Padang, hlm 45.
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berlandaskan pada sistem adat yang kuat dan dijalankan oleh unsur-unsur
pemerintahan nagari seperti Wali Nagari, perangkat nagari, serta lembaga adat
yang ada di dalam masyarakat.

Secara administratif, nagari juga diakui dalam sistem pemerintahan
daerah di Indonesia sebagai unit pemerintahan setingkat desa yang memiliki
kewenangan  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, sistem nagari berpedoman pada falsafah adat
Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang
berarti adat didasarkan pada syariat Islam dan syariat Islam berlandaskan pada
Al-Qur’an.

Kata “Nagari” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Nagari” yang
dibawa oleh bangsa Hindu yang tinggal di tengah masyarakat Minangkabau di
Sumatera Barat pada zaman Hindu. Bangsa Hindu itu pulalah yang
menciptakan pembagian Nagari, serta menentukan masyarakat Minagkabau
bersuku-suku dahulunya. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk Negara
yang berpemerintahan sendiri.’

Nagari adalah bentuk komunitas sosial dan pemerintahan lokal yang
telah ada sejak masa sebelum kolonial Belanda di wilayah Minangkabau,
Sumatera Barat. Sistem nagari berfungsi sebagai unit sosial-politik otonom
yang terdiri dari pemukiman dengan struktur pemerintahan adat dan sosial

sendiri, lengkap dengan balai pertemuan (berbalai), masjid, tempat pemandian

> AA. Navis, 1984, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau,
Grafiti Pers: Jakarta, hlm. 35-37.
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(bertapian), jalan (berlebuh), dan gelanggang sebagai ruang publik komunitas.
Nagari secara historis dipandang sebagai “village republic” atau pemerintahan
desa yang mandiri dan berorientasi pada masyarakat, yang mengatur kehidupan
kolektif berdasarkan adat istiadat Minangkabau. Pada masa kolonial, nagari
tetap dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian ketika pemerintah
Hindia Belanda menerapkan struktur administrasi mereka; namun akar nagari
tetap kuat dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Setelah
kemerdekaan dan terutama pasca-Reformasi, istilah dan sistem nagari kembali
diakui sebagai unit pemerintahan lokal yang khas di Sumatera Barat, dan terus
berkembang sebagai bagian dari tradisi budaya dan sistem pemerintahan
daerah.®

Pembangunan nagari merupakan suatu proses yang dilakukan oleh
pemerintah nagari bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di
wilayah nagari secara optimal. Pembangunan nagari tidak hanya berfokus pada
pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi
juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat
agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan
adanya pembangunan nagari yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemajuan

nagari secara menyeluruh.”

® Nagari settlement — Wikipedia artikel sejarah nagari dan etimologinya.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nagari_settlement.
7 Rika Febriani, Syamsir, 2019, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari,”
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 7, No. 2, hlm. 45.
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Pembangunan nagari pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan nagari sangat dipengaruhi oleh kualitas
kepemimpinan pemerintahan nagari, khususnya peranan Wali Nagari sebagai
pimpinan pemerintahan nagari. Wali Nagari memiliki kedudukan strategis
karena menjadi aktor utama yang mengoordinasikan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan nagari.

Tujuan pembangunan nagari adalah untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat nagari melalui
pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.
Pembangunan nagari harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sehingga masyarakat
memperoleh ruang yang nyata untuk berperan aktif dalam pembangunan
nagari. Tujuan ini mencakup upaya pemberdayaan masyarakat, perbaikan
kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang
tersedia agar nagari dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan
pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa yang dipimpin
oleh Wali Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat
otonom dan tumbuh berakar di negeri ini. Dan telah memberi warna tersendiri

terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat minangkabau.

& Hakekat Dari Tujuan Pembangunan Nagari, Website Desa Koto VIII Pelangai
https://kotoviiipelangai.pesisirselatankab.go.id/artikel/2023/2/15/hakekat-dari-tujuan-
pembangunan-nagari.

19 UNIVERSITAS BUNG HATTA



Salah satu peran pemerintah nagari yaitu bertanggung jawab terhadap
kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan, bahkan pendidikan di suatu
nagari tersebut baik pemerintah pusat, daerah maupun nagari. Karena dengan
adanya program-program pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi,
pendidikan, pembangunan, administrasi bisa dinilai baik atau buruk
perkembangan suatu daerah tertentu. Hal ini dapat kita ketahui dari tanggung
jawab pemerintah nagari dalam menjalankan program-program tersebut untuk
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, Memang kalau dilihat dari fungsi
pemerintah yaitu untuk mengabdi kepada masyarakat demi terwujudnya
masyarakat yang sejahtera dan tentram.’

Kenagarian Kambang Timur, yang berada di Kecamatan Lengayang,
Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan salah satu nagari yang memiliki potensi
besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, dalam
praktiknya, pelaksanaan pembangunan di nagari ini masih menghadapi
berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya
partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan Dana Nagari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peranan Wali Nagari menjadi faktor
kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan Nagari, terutama dalam

hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan.

° Des Majayanti, Berian Hariad, Adriani Adnan, 2023, Peranan Pemerintahan Nagari
dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Nagari Persiapan Bandua, Jurnal Administrasi
dan Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol, Vol 1, No 1.
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian
dengan judul penelitian yaitu : “PERANAN WALI NAGARI DALAM
PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN KAMBANG TIMUR

KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN”.

. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, di dapatkan rumusan masalah sebagai
berikut :

a. Bagaimana peranan Wali Nagari dalam Pembangunan di Kenagarian
Kambang Timur Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan?

b. Apa saja kendala-kendala Wali Nagari dalam pembangunan di Kenagarian
Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?

c. Apa saja upaya-upaya yang di lakukan Wali Nagari dalam melakukan
pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas makan tujuan dari pesneslitian ini

adalah sesbagai berikut:

a. Untuk menganalisis peranan Wali Nagari dalam Pembangunan di
Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan.

b. Untuk menganalisis kendala-kendala Wali Nagari dalam pembangunan di
Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir

Selatan.
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c. Untuk menganalisis upaya-upaya yang di lakukan Wali Nagari dalam
melakukan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan
Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian
Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam
medapat data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam
penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum
sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer /data dasar, data
primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.'®

2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama oleh peneliti melalui kegiatan penelitian di lapangan.
Data ini bersifat orisinal dan belum pernah diolah atau dipublikasikan oleh
pihak lain sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan untuk
memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga
hasilnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.'!

b. Data Sekunder

10 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
hlm 56.

"' Sugiyono, 2018, Metode. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta:
Bandung, hlm 225
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Data Sekunder adalah data-data yang diperloeh dari buku-buku,
literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan
peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang di
teliti, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b). Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

¢). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

tentang Nagari

d). Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Nagari
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui
literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini
yaitu:

a). Buku-buku yang terkait penelitian

b). Jurnal-jurnal, artikel yang relevan berhubungan dengan objek

penelitian

¢). Karya Ilmiah
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier di gunakan untuk memberikan petunjuk serta

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
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yang berkaitan dengan Peranan Wali Nagari dalam Pembangunan di

Kenagarian Kambang Timur Kecamatn Lengayang Kabupaten Pesisir

Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a). Studi Dokumen
Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian,
buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen
dari Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir
Selatan. Studi dokumen yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung
Hatta dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen,
catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk
memecahkan permasalahan dalam penelitian peranan Wali Nagari dalam
Pembangunan.
b). Wawancara
Wawancara (interview) adalah percakapan yang berbentuk tanya

jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada seorang responden.'? Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan

pertanyaan dalam bentuk terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan

12 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hlm 27-28
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pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul
untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum
terhadap masalah konkret yang di hadapi.'?

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen
merupakan data tataran yang di analisis secara kualitatif yaitu dengan
mengelompokan data menurut aspek aspek yang diteliti atau tanpa
menggunakan angka-angka.'* Atau dengan kata lain analisis kualitatif
adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka,
data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara
(observasi,wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman). Dan yang
biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan,
pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap
menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang

diperluas.'

13 Maiyestati, op cit, him 82.
14 Metthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Ul Press,
Jakarta, hlm 15-16.
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